WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR | TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
SERTA PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib hukum dan tertib
administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin yang berlandaskan pada
nilai keadilan, kemanfaatan, dan akuntabilitas sebagai
pengejawantahan nilai-nilai Pancasila serta prinsip tata
pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27
Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur
Sipil Negara, Serta Pihak Lain;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah guna percepatan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat di Daerah;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi
terkait dengan perjalanan dinas, serta dalam rangka tertib
administrasi dan  kepastian hukum  pelaksanaan
perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin, terutama berkaitan dengan hak dan
kewajiban serta penatausahaan keuangan daerah, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil
Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, Serta Pihak Lain;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2025
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil
Negara serta Pihak Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Unda);'lg—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
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Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita l\.legara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagalmana}
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024
tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 722);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor
14),;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil
Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor
27),



MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 27 TAHUN
2025 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun
2025 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Non
Aparatur Sipil Negara Serta Pihak Lain (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2025 Nomor 27) diubah, berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 73
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Istri/Suami Wali
Kota, Istri/Suami Wakil Wali Kota, Pendampingan Keprotokolan,
Pendampingan Komunikasi Pimpinan, dan Pendampingan Dokumentasi
Pimpinan yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka
pendampingan pimpinan dapat melakukan Perjalanan Dinas dengan
lamanya hari yang disesuaikan dengan perintah pimpinan yang
memerintahkan.

(2) Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah, Istri/Suami
Wali Kota, Istri/Suami Wakil Wali Kota, yang melaksanakan
pendampingan kepada Pejabat yang diajudaninya dapat diberikan biaya
penginapan dengan tarif terendah pada hotel/penginapan yang sama
dengan Pejabat yang diajudaninya dan dibayarkan secara Riil/At Cost.

(3) Ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan uang harian sebagaimana ditetapkan sesuai
golongannya, tanpa Biaya Transportasi.

(4) Ajudan yang tidak melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diberikan tarif Perjalanan Dinas yang
sesuai dengan jabatannya diluar jabatan ajudan.

2. Ketentuan huruf E dan huruf F sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil
Negara Serta Pihak Lain (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor
27) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men

getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan pe

nempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN,

1

MUHAM D/Y IN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DA H KOTA BANJARMASIN,

it
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR |



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR © TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA

PIHAK LAIN

E. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA

o
Ty

M e

WALI KOTA BANJARMASIN

Lembar ke
Kode no. - I
Nomor B S P S R RS

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

KEPALA PERANGKAT DAERAH

2 | Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan
Perjalanan Dinas
3 | a. PangkatdanGolongan a. .
b. Jabatan/Instansi b. ..
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c.
4 | Maksud Perjalanan Dinas
5 | Alat angkutan yang dipergunakan
6 | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan | b -
7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas a. .
b. Tanggal berangkat b. .
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*) | ¢ -
8 | Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan
| -
2! .y
3 s
9 | PembebananAnggaran
a. Perangkat Daerah a.
b. Kode Rekening b. .
10 | Keterangan lain-lain
*coret yang tidak periu
Dikeluarkan di ...... consvasmmss s
Tanggal ..o

Pengguna Anggaran.f“
Kuasa Pengguna Anggaran,

NIP. oo




|. Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke
Pada Tanggal
Kepala.... _ )
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NIP .
II. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
NIP. NIP.
lil. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala

NIP. NIP.

IV. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal

Kepala

NIP. NIP.

V. Tiba di Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal perjalanan tersebut di atas dilakukan atas
Kepala perintahnya dan semata mata untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VIl. PERHATIAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain
yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta
bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Daerah, apabila
negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.




F. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT ESELON IILA KE

BAWAH
BANIARMASIN
,‘éﬂ KOP NASKAH DINAS

g,) PERANGKAT DAERAH

s
Lembar ke
Kode no.
Nomor

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

KEPALA PERANGKAT DAERAH

2 | Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan
Perjalanan Dinas
3 | a. PangkatdanGolongan a.
b. Jabatan/instansi b. .
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas C.
4 | Maksud Perjalanan Dinas
5 | Alat angkutan yang dipergunakan
6 | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat tujuan b. .
7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b. .
c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*) | ©
8 | Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan
1. .
2. .
x T
4.
B wis
9 | PembebananAnggaran
a. Perangkat Daerah a.
b. Kode Rekening b. .
10 | Keterangan lain-lain

*coret yang tidak periu

Dikeluarkandi.............coco vl
Tanggal .ccuansanmaneainn

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

NIP. oo




I. Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke
Pada Tanggal
Kepala....
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
NIP

Il. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal

Kepala

o i S AR S B b s R A R SRR )

NIP. NIP.

Ill. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal

Kepala

NIP. NIP.

IV. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada tanggal

Kepala

OO L I COT OO )

NIP. NIP.

V. Tiba di Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
Pada Tanggal perjalanan tersebut di atas dilakukan atas
Kepala perintahnya dan semata mata  untuk

kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain
yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta
bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Daerah, apabila
negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.




